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Abstrak
 

Konsepsi hukum negara kepulauan atau Wawasan Nusantara yang diperjuangk.an Indonesia melalui

pemyataan "Deklarasi Djuanda" tanggal !3 Desember 1957, akhirnya membuahkan hasH dengan

diterimanya United Nations Convention 011 the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang

Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay Jamaica, tanggallO Desember 1982, Indonesia kemudian

meratiflkasi Konvensi Hukum Laut 1982 ini dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tanggal 13

Desember 1985. Ini artinya konsepsi Wawasan Nusantara menjadi salah satu prinsip yang diterima dan

diakui dalam hukum laut internasional yang baru. Tetapi Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan

Indonesia daJam Konvensi Hukum Laut 1982 barns pula dibayar dengan mewadahi dan menghormati

kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu negara pengguna perairan negara kepufauan. seperti hak Iintas

kapal dan pesawat udara asing melalui alur laut kepulauan (The Right of Archipelagic Sealanes Passage).

Pelaksanaan hak lintas alur-alur !aut kepulauan telah diakomodasikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1)

Konvensi Hukum Laut 1982 yang dapat dilaksanakan melalui alur-alur laut kepulauan yang ditentukan oleh

negara kepulauan bersama-sama dengan International Maritime Organization (IMO). Penetapan Alur Laut

Kepulauan Indonesia (ALKI) selain dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan pembangunan nasional

untuk kesejahteraan rakyat, juga dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap kepentingan nasional

Indonesia. Kondisi geografi Indonesia memliiki posisi terbuka yang setiap saat dapat menjadi peluang bagi

negara lain untuk masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang

ditimbulkannya. Potensi Ancaman di ALKI tentu akan berdampak kepada Iingkungan perairan dan pulau

sekitarnya, begitu pula sebaliknya. Penelitian ini mengarnbil studi kasus di ALKI II sebagai alur !aut yang

menghubungkan pelayaran internasional dan Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores dan Selat

Lombok ke Samudera Hindia atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengidentifikasi

faktor-faktor yang berpotensi menjadi ancaman terhadap ALKI U serta bagaimana dampaknya terhadap

ketahanan nasional dan kedua untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat ditempuh berkaitan

dengan penanggulangan masalah keamanan di sekitar ALKI II. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya

pengamanan ALKl membutuhkan kemampuan pencegahan dan penangkalan melalui kerjasama dan

koordinasl yang melibatkan peran seluruh instansi yang berwenang di dalam negeri serta melalui kerjasama

dengan negara-negara lain dalam hal dukungan teknis berkaitan dengan peningkatan kontrol dan

pengendalian keamanan di ALKI.

<hr>

The conception of law of archipelagic country which was struggled by Indonesia via statement of 'Djoeanda

Declaration' 13 December 1957, finally obtained by the acceptableness of UNCLOS (United Nations

Convention on the Law of the Sea). This is ratified in Montego Bay Jamaica on 10 December 1982. Then

Indonesia ratified this convention based on the constitution No. 17 1985 on 13 December !985. It meant the

conception of archipelagic country became one of the principles which were acknowledged by the global of
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law of the sea as the new one. And this acknowledgment should be paid by respecting the legitimate interest

and certain rights of the country which used the sea lanes passage and also aero lanes passage. The

application of the right of sea lanes passage was accommodated by section 53 verse I on convention of law

of the sea 1982 which also approved by IMO (International Maritime Organization). The setting of

Indonesian Sea lanes passage earn contribute a positive effect on the national development for the prosperity

of people. And also can affect a potency of threat (external threat) against national security, Indonesia has an

opened geography condition which every time can invite a foreign country to do an illegal passing and

activity in the national territory. The potency of threat in Indonesian archipelago definitely would effect to

territorial waters and lands. So would they on the other way. This research took a place in ALKI II as the sea

lanes connected an international voyage from Sulawesi sea passing through Makassar Straits, Flores sea and

Lombok straits to Indian Ocean or opposite of it. This research aimed first to identify several aspects had

potency to be a threat against ALKI II And its effect to the national defense. Second to fond couple policies

and strategies which should be taken to secure around ALKI II. The results of this research concluded the

efforts to secure ALKI required the competence to prevent and handle via joint and coordination which

evolved all authorized agencies in our country. Also to build a mutual joints with regional countries for the

technical backup to increase monitoring and controlling around ALKI.


